BAB Il1

PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis
menarik kesimpulan yang akan menjadi jawaban dari rumusan masalah,
sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan pelayanan BLT Dana Desa yang terdapat di Kecamatan
Salam sudah cukup terlaksana dengan baik meskipun masih terdapat
beberapa hal yang belum terlaksana secara optimal. Berdasarkan data-
data yang telah didapatkan Kecamatan Salam dalam memberikan jaminan
pelayanan seperti tidak membeda-bedakan antar warga penerima manfaat
sehingga dapat diketahui bahwa semua warga yang sudah terdaftar akan
menerima secara adil dan mendapat perlakuan yang sama. Dalam hal
kompetensi pelaksana juga telah sesuai dengan apa yang terdapat pada
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

b. Kendala-kendala yang diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:

1) Kendala internal:
a) Belum terdapat perlakuan khusus bagi kelompok rentan; dan
b) Masih terdapat kesalahan sasaran penerima manfaat BLT Dana
Desa.

2) Kendala eksternal:
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a) Kendala waktu akibat pada saat penyelenggaraan BLT Dana Desa
masyarakat datang melebihi jam yang ditentukan; dan

b) Masih banyak masyarakat yang belum mengenal teknologi
sehingga menyulitkan petugas untuk menyebarkan undangan
pelaksanaan BLT Dana Desa, sehingga penyebaran dilakukan
secara manual berupa surat dan diberikan secara langsung dari
rumah ke rumah;

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala pada
penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:
1) Kendala internal:

a) Memberikan perlakuan khusus bagi kelompok rentan dikarenakan
kondisi kelompok rentan yang kurang prima maka perlu adanya
memberikan perlakuan khusus seperti memberikan tempat duduk
antrian khusus dan memberikan akses khusus dengan cara
mendahulukan bagi warga yang tergolong dalam kelompok
tersebut.

b) Pemerintah Kecamatan Salam lebih mengamati dalam menyaring
calon penerima manfaat, supaya BLT Dana Desa dapat tersalurkan
dengan baik dan tepat sasaran.

2) Kendala eksternal:
a) Pemerintah Kecamatan Salam lebih tegas dalam memberikan

jangka waktu pecairan BLT Dana Desa. Hal ini sebaiknya
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dilakukan agar waktu selesainya pencairan yang seharusnya sudah
ditentukan dapat terealisasikan.

b) Mengenai penyebaran undangan pelaksanaan BLT Dana Desa,
untuk mempersingkat waktu dan tenaga maka yang harus
dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Salam adalah bagi
masyarakat yang belum memiliki handphone, undangan akan tetap
dilakukan secara manual. Namun, bagi masyarakat yang telah
memiliki handphone maka undangan akan diberikan secara daring
yaitu melalui SMS atau aplikasi Whatsapp.

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka saran penulis yang

dapat diberikan kepada Pemerintah Kecamatan Salam adalah sebagai berikut:

1) Dalam penyelenggaraan pelayanan BLT Dana Desa, seharusnya
Kecamatan Salam lebih memperhatikan dalam hal sarana, prasarana, dan
fasilitas yang disediakan. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat
penerima manfaat akan dapat merasakan apabila pelayanan yang
diberikan sudah terjamin dengan memberikan perlakuan yang khusus bagi
kelompok rentan seperti yang ada pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik.

2) Bagi warga penerima manfaat yang akan menerima BLT Dana Desa,
sebaiknya Kecamatan Salam lebih memerhatikan dan benar-benar

menyaring warganya agar dapat tersalurkan dengan tepat.
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